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BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan tentang perbandingan pengaturan 

terhadap legalisasi aborsi korban perkosaan di negara-negara ASEAN, 

sebagaimana dikemukakan di atas maka penulis dapat memberikan kesimpulan, 

sebagai berikut: 

a. Pengaturan hukum terhadap aborsi secara umum berbeda pada 

masing-masing Negara ASEAN, ada negara yang melegalkan secara 

penuh terhadap pelaksanaan aborsi tanpa batasan alasan apapun, hal 

ini terjadi di Negara Vietnam, bahwa pelaksanaan aborsi di fasilitasi 

oleh negara, sementara di Negara Filipina, Tindakan aborsi 

merupakan Tindakan criminal dan dapat dikenai hukum pidana, 

tanpa ada pengecualian bahkan mengesampingkan keselamatan 

nyawa dan Kesehatan ibu dan/atau janin, serta korban perkosaan, 

khusus di Negara Singapura Aborsi Legal khusus terhadap warga 

negaranya, pemegang izin kerja yang sah sesuai ketentuan Undang-

undang ketenagakerjaan asing, dan terhadap siapapun yang telah 

tinggal di Singapura untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 4 

(empat) bulan. Pada beberapa negara yang lain termasuk di 

Indonesia, aborsi dapat dilakukan dengan alasan dilakukan atas 

dasar pertimbangan keselamatan dan kesehatan ibu dan janin, serta 

terhadap korban perkosaan.  
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b. Legalitas aborsi korban tindak pidana perkosaan dalam peraturan 

perundang-undangan di Negara-negara ASEAN berbeda pada tiap 

negara, di negara Filipina yang melarang aborsi tanpa ada 

pengecualian, semua aborsi yang dilakukan merupakan Tindakan 

kriminal, beberapa negara lain, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, 

Thailand, Singapura, Kamboja, dan Myanmar mensyaratkan aborsi 

yang legal dilakukan adalah aborsi yang dilakukan dengan tujuan 

menyelamatkan nyawa ibu, sedangkan negara seperti Laos 

melegalkan aborsi selama Tindakan aborsi itu telah disahkan oleh 

komisi dokter medis, di Vietnam aborsi legal tanpa batasan alasan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan hukum yang 

secara khusus mengatur mengenai aborsi akibat tindak perkosaan. 

Dasar pertimbangan kebijakan Legalisasi Abortus Provocatus 

karena korban perkosaan merupakan salah satu implementasi 

pemenuhan hak asasi perempuan terutama dibidang kesehatan 

reproduksi. Dalam kasus kehamilan yang diakibatkan tindak pidana 

perkosaan, adalah hak korban untuk memutuskan apakah akan 

meneruskan atau menghentikan kehamilannya, dan tindakan 

tersebut harus didukung sepenuhnya oleh hukum positif negara agar 

menjamin keadilan dan keamanan korban selaku korban tindak 

pidana perkosaan. 

c. Bentuk perlindungan hukum terhadap aborsi oleh korban perkosaan 

masih belum cukup diatur dalam aturan hukum yang ada, sehingga 

perempuan hamil yang melakukan aborsi sebagai akibat dari tindak 
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pidana perkosaan masih sering menjadi pelaku kejahatan dari pada 

diposisikan sebagai korban tindak kejahatan, melegalkan Tindakan 

aborsi memang bukan pilihan yang baik dari sisi agama dan hak 

manusia, dari sisi agama dapat dipastikan tidak ada agama yang 

membolehkan Tindakan aborsi, dari sisi hak azasi ada pelanggaran 

terhadap hak hidup pada Tindakan aborsi. Dalam hal ini fungsi 

negara menjadi sangat memiliki pengaruh dan peran dalam 

mewujudkan peraturan dan undang-undang untuk melindungi hak-

hak perempuan sebagai korban perkosaan yang melakukan aborsi, 

sehingga untuk menentukan kebijakan legalisasi aborsi bagi korban 

perkosaan dimasa yang akan datang perlu pengkajian kebijakan 

secara komprehensif, karena kebijakan legalisasi aborsi ini berkaitan 

erat dengan hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak kesehatan dan 

hak anak. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal  

sebagai berikut:  

a. Legalisasi aborsi bagi korban perkosaan merupakan menjadi salah 

satu langkah pemerintah untuk memenuhi kewajiban atas amanah 

konstitusi dalam memberikan jaminan kesehatan sebagai hak dasar 

setiap warga negara, dibarengi dengan langkah-langkah yang pasti 

dan preventif, bagaimana pemerintah melindungi warga negaranya 

dari tindakan yang merugikan dan menjamin setiap hak warga 
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negara, termasuk menjamin kesehatan reproduksi dengan mencegah 

dari kehamilan yang tidak diinginkan sebagai akibat tindak pidana 

perkosaan. 

b. Perlu adanya pengaturan hukum tentang aborsi yang 

dimungkinkan/seharusnya berlaku di Indonesia diharmonisasikan 

dengan konsep aborsi terapeutik sebagaimana diutarakan melalui 

perbandingan hukum negara-negara ASEAN dalam penjabaran di 

atas, lalu dilakukan kodifikasi khusus pada aturan hukum aborsi, 

maka aborsi legal di Indonesia tidak hanya terbatas pada “aborsi 

berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam 

keadaan darurat”, tetapi lebih luas lagi mencakup beberapa alasan 

aborsi terapeutik baik dari segi medis maupun psikiatri yaitu: 

kehamilan akibat perkosaan dan incest, perempuan hamil 

mengalami gangguan jiwa berat, dan janin mengalami cacat bawaan 

berat.  

c. Perlunya pengaturan hukum yang mengatur secara lebih spesifik 

mengenai aborsi khususnya terhadap korban perkosaan, karena 

dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia, aborsi yang dilakukan 

oleh korban perkosaan menempatkan posisi perempuan yang 

melakukan aborsi sebagai akibat tindak pidana perkosaan sebagai 

pelaku tindak kejahatan dari pada posisi perempuan tersebut sebagai 

korban, sehingga dengan adanya aturan hukum yang mengatur 

secara jelas dan khusus dapat menjamin kepastian hukum, dan 

keadilan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi, 
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kepastian hukum dan keadilan hukum merupakan salah satu tujuan 

hukum.  

d. Aborsi menjadi persoalan hukum yang menimbulkan pro dan 

kontra, sehingga Sudah semestinya suatu negara menjamin 

kedudukan warga negaranya berkaitan dengan kepastian hukum 

terkait pelaksanaan Tindakan aborsi, pentingnya melindungi hak-

hak perempuan dan jaminan kehidupan masa depan anak dan 

perempuan. Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti 

ketertiban, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dan 

kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat, untuk mencapai 

tujuan hukum perlu adanya aturan-aturan hukum, sehingga dengan 

adanya aturan hukum maka setiap permasalahan diselesaikan 

melalui proses yang terukur hingga terciptanya keadilan serta 

kepastian hukum. 
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